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ABSTRACT 

Islamic law has a structure of levels of legal norms, but the validity of Islamic legal norms (syar'i 
law) is not formal validity which is determined by a higher norm underlying the creation of these 
norms, as is the theory of the formal validity of legal norms. This research seeks to examine in 
depth the reconstruction and adaptability of deepening the theory of norm levels in the discovery 
of Islamic law.  This research will use a qualitative research method with a type of literature study 
that analyzes pre-existing theories, concepts and phenomena. The results of the research can be 
formulated as follows: first, In Islamic law, the validity of norms is collaborative and is determined 
correctly from its sources, not determined by other higher norms as in the theory of the formal 
validity of legal norms. Second,there are three hierarchical levels of basic norms in Islamic law 1). 
al-mabadi' al-asasiyyah/al-qiyam al-asasiyyah (basic principles of Islamic law/basic values of 
Islamic law), 2). al-usul al-kulliyyah (general principles/general principles of Islamic law), 3). al-
ahkam al-far'iyyah /al-furu’ (detailed/concrete legal provisions). Third, the existence of a theory 
of increasing norms in Islamic law can answer the problems of Islamic law which are not only 
seen in taklifi and wad'i law which are concrete sharia law, but must be seen from the perspective 
of general principles of law and universal principles so that it can answer the problems of all 
people. 

ABSTRAK 

Hukum Islam mempunya struktur pertingkatan norma hukum akan tetapi keabsahan norma hukum 
Islam (hukum syar’i) bukanlah keabsahan formal yang ditentukan oleh suatu norma yang lebih 
tinggi mendasari terciptanya norma tersebut seperti halnya teori keabsahan formal norma hukum. 
Tulisan ini berusaha mengkaji secara mendalam mengenai rekonstruksi dan adaptabilitas 
pendalaman teori pertingkatan norma dalam penemuan hukum Islam. Dalam penelitian ini akan 
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis Studi pustaka yang menganalisis teori, 
konsep dan fenomena yang telah ada sebelumnya. Hasil penelitian dapat dirumuskan sebagai 
berikut: pertama, Dalam hukum Islam keabsahan norma bersifat kolaboratif dan ditentukan secara 
benar dari sumber-sumbernya bukan ditentukan oleh suatu norma-norma lain yang lebih tinggi 
sepertihalnya teori keabsahan formal norma hukum. Kedua, ada tiga hierarki pertingkatan norma 
dasar dalam hukum Islam 1) al-mabadi’ al-asasiyyah/al-qiyam al-asasiyyah (prinsip-prinsip dasar 
hukum Islam/Nilai-nilai dasar hukum islam), 2) al-usul al-kulliyyah (asas-asas umum/prinsip-
prinsip umum hukum islam),3). al-ahkam al-far’iyyah/al-furu’ (ketentuan-ketentuan hukum 
detail/konkret). Ketiga, adanya teori pertingkatan norma dalam hukum islam dapat menjawab 
permasalahan hukum islam yang tidak hanya dilihat pada hukum taklifi dan wad’i saja yang 
merupakan hukum syariah yang konkret, akan tetapi harus dilihat dari sudut pandang dari asas-
asas umum hukum dan prinsip yang universal sehingga dapat bermanfaaat bagi semua umat. 

Kata Kunci: Pertingkatan, Norma, Hukum, Islam  
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PENDAHULUAN 
Manusia merupakan makhluk sosial, manusia selalu berhubungan satu sama lain dan dalam 

kehidupan bersama itu terjadilah interaksi, kontak atau hubungan satu sama lain.1 Mengingat 
banyaknya kepentingan yang terjadi dalam kehidupan bersama , tidak mustahil terjadi konflik atau 
bentrokan antara sesama manusia karena  kepentingan saling bertentangan.2 Konflik kepentingan 
ini terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingan seorang merugikan orang lain. 
Salah satu contoh konflik kepentingan yang saat ini masih menjadi masalah negara dimana konflik 
kepentingan tersebut dilakukan oleh penyelanggara negara yang melakukan korupsi sehingga 
merugikan negara dan masyarakat itu sendri. Salah satu kasus lain dalam hukum keluaaga 
maraknya perselingkuhan yang terjadi dimasyarakat yang berakibat pada perceraian dan 
meruginan pasangan terutama anak dari pasangan yang tersebut. Oleh karena itu, dalam kehidupan 
bernegara, bersama atau masyarakat, konflik itu tidak dapat dihindarkan.3 Manusia di dalam 
masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu bisa tercapai 
dengan terciptanya pedoman atau ukuran hidup yang menentukan bagaimana manusia harus 
bertingkah laku dengan masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Pedoman, 
patokan, atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama inilah yang 
disebut norma atau kaidah sosial. 

Adapun norma berkaitan dengan hubungan antara individu dalam hidup bermasyarakat. 
Norma mempunyai sifat yang berisi perintah dan larangan.4 Perintah dan larangan yang bersifat 
luas itu perlu dituangkan ke dalam aturan-aturan hukum yang bersifat konkret. Aturan-aturan 
inilah yang disebut hukum. Tata kaidah dengan aspek kehidupan pribadi dibagi menjadi kaidah 
kepercayaan atau keagamaan dan kaidah kesusilaan. Tata kaidah dengan aspek kehidupan antar 
pribadi dibagi lebih lanjut menjadi kaidah sopan santun dan kaidah hukum.5 Hukum dan norma 
sosial lainnya tersebut dapat dibedakan dari berbagai segi, yaitu segi tujuan adanya norma itu, 
wilayah pengaturannya, asal kekuatan mengikatnya dan isi norma tersebut. Dilihat dari segi 
tujuannya, norma hukum diadakan dalam rangka mempertahankan kehidupan bermasyarakat 
sehingga masyarakat dapat taat dengan norma tersebut. Dilihat dari segi wilayah yang diatur,  
norma hukum mengatur perilaku yang hidup dalam masyarakat itu sendiri dan bersifat mengikat. 
Hukum mempunya kekuatan mengikat karena ditetapkan oleh penguasa atau perilaku yang 
berkembang dari praktik-praktik yang telah di terima dalam masyarakat.6 

 
1 Fadhillah Iffah and Yuni Fitri Yasni, “Manusia Sebagai Makhluk Sosial Pertemuan,” Lathaif: Literasi 

Tafsir, Hadis Dan Filologi 1, no. 1 (2022): 38–47. 
2 A T Subky and I Al Kautsar, “Pengaruh Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Tingkat Perceraian 

(Studi Di Pengadilan Agama Wonosari),” Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum (2021): 456–474. 
3 Sudikno Martokosumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2020). 
4 Asifah Elsa, Nurahma Lubis, And Farhan Dwi Fahmi, “Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum ( 

Literature Review EtikA )” 2, no. 6 (2021): 768–789. 
5 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2022). 
6 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Imu Hukum (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011). 



F i T U A 
Jurnal Studi Islam  

 

STIT Sunan Giri Bima 
                 Copyright A Tajus Subky, dkk                            https://ejournal.stitbima.ac.id/index.php/fitua 

96 

 

E-ISSN 2721-365X   P-ISSN 2721-186X   Vol. 5 No.2 Desember 2024 
 

Kajian hukum Islam memuat dua macam norma yaitu norma in concreto yang sering 
dikenal dengan hukum-hukum furu’ (al-ahkam al-far’iyyah) dan norma-norma yang lebih abstrak 
dan lebih umum yang disebut al-usul yang salah satu bentuknya adalah kaidah-kaidah hukum 
Islam (al-qawaid al-fiqhiyyah).7 Hukum Islalm tida lk halnyal sekedalr kumpula ln peraltura ln hukum 
konkret detalil sa ljal, teta lpi juga l meliputi alsals-a lsals umum, da ln nila li-nila li dalsa lr. Ba lhka ln pera ltura ln 
hukum konkret itu sendiri tidalk ha lnyal terbaltals pa ldal sisi hallall daln ha lralm,  teta lpi meliputi juga l 
hubunga ln ka lusa ll (a ls-salba lbiyya lh), hubunga ln kesya lra lta ln (alsy-sya lrtiyya lh) da ln kepengha lla lnga ln (a ll-
ma lni’iyyalh). Balhwal dengaln a lda lnya l pertingka lta ln norma l dallalm hukum Isla lm ini menja lwa lb 
perma lsa llalhaln-permalsallalha ln hukum Islalm ya lng tida lk ha lnya l da lri sudut pa lnda lng ketentua ln-
ketentualn hukum ta lklifi da ln wa ld’i saljal ya lng merupa lka ln pera lturaln hukum sya lria lh ya lng detalil daln 
konkret, alka ln tetalpa l jugal halrus dilihalt dalri sudut pa lnda lng da lri a lsals-a lsals umum hukum da ln prinsip-
prinsip universa ll. Hal ini perlukan dikarenan permasalah-persalahan yang ada di dunia senantiasa 
berubah. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk dikaji, sehingga dalam tulisan ini akan 
memberikan sudut pandang baru peningkatan Norma dalam Hukum Islam dan adaptabilitas 
manfaat teori hirarki hukum Islam dikehidupan umat Islam. 

 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dalam kajian ini adalah kualitatif dengan jenis studi pustaka dan 
mengacu pada sumber-sumber ilmiah seperti buku, jurnal dan Undang-undang, yang menganalisis 
teori, konsep, fenomena yang sudah ada sebelumnya, yang membahas secara langsung mengenai 
rekonstruksi adaptabilitas teori pertingkatan norma dalam ijtihad-penemuan hukum Islam. Data-
data yang telah dirangkum kemudian dikelompokan dan dikaji secara mendalam sebelum 
dilakukan pengelompokkan pada akar masalah dan disimpulkan. Hasil kajian dalam penelitian ini 
diharapkan memperkaya kajian tentang teori pertingkatan norma dalam hukum islam dapat 
menjawab permasalahan hukum islam yang tidak hanya dilihat pada hukum taklifi dan wad’i saja 
yang merupakan hukum syariah yang konkret, akan tetapi harus dilihat dari sudut pandang dari 
asas-asas umum hukum dan prinsip yang universal. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Rekonstruksi Norma Hukum dan Hierarkinya 

Bagi Masyarakat Hukum istilah rekonsruksi sering dikaitkan dengan bangunan konseptual 
filosofis (nilai,asas,konsep), norma, dan perbuatan hukum. Istilah Rekonstruksi dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia berasal dari “konstruksi” yang berarti pembangunan yang di tambah 
imbuhan ‘re” pada kata kontruksi menjadi “rekonstruksi” yang berarti mengembalikan seperti 
semula.8  Macquarie Library merumuskan, rekonstruksi adalah rekonstruksi dari undang-undang, 

 
7 Syamsul Anwar, “Teori Pertingkatan Norma Dalam Usul Fikih Syamsul Anwar Pendahuluan Dalam 

Hukum Islam Secara Umum Sering Ditemukan Istilah Al-Usul Dan al-Furu ’ . Memang Kedua Istilah Ini Mempunyai 
Pengertian Yang Beragam . Misalnya Dalam Sejumlah Kitab Fikih Istilah Al-” 50, no. 1 (2016): 142. 

8 Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta. 
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sesuatu yang dibangun kembali sebagai model atau bahkan rekonstruksi masa lalu (the act of 
reconstructing, something reconstructed as  a model or a reenactment of past even).  

Norma Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai “1. aturan atau 
ketentuan yang mengikat warga kelompok di masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan 
pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima; 2. Aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai 
sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu”.9 Dalam kamus Dewan 
“norma” diartikan sebagai: 1) ukuran untuk menentukan sesuatu; 2) peraturan atau ketentuan yang 
telah menjadi kebiasaan yang dijangka akan dipenuhi oleh setiap anggota masyarakat, dan 
sebagainya.10 Norma adalah kaidah yang bersifat mengatur, membimbing, dan menggerakkan 
manusia untuk bersikap dan berperilaku ideal dalam kehidupan  bersama.11 

Pengertian terhadap hukum, norma sering dipadankan dengan kaidah, sehingga norma 
hukum di sebut juga kaidah hukum. Macam-macam norma seperti norma berpikir (logical norm), 
dan ada juga norma berperilaku. Norma berperilaku mencakup empat kategori, yaitu norma agama, 
norma susila, norma kesopanan, dan norma hukum.  
1. Norma agama adalah ketentuan yang berasal dari Tuhan yang berupa perintah, larangan, dan 

atau petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat, contoh norma agama membaca 
kitab suci di rumah dan menerapkannya dilingkungan masyarakat, rajin beribadah bagi tiap-
tiap agama, menjauhi larangan-larangan yang atur di tiap-tiap agama. 

2. Norma susila adalah kaidah perilaku yang bersumber kepada hati nurani manusia yang 
menentukan mana yang baik dan mana yang buruk dan yang harus dipatuhi untuk menjaga 
dan memelihara akhlak pribadi bagi pelakunya, contoh norma susila antara lain menghormati 
sesama, berkata jujur, tidak boleh iri hati, tidak boleh merasa dengki, dan lain-lainya. 

3. Norma kesopanan adalah merupakan kaidah perilaku yang berasal dari pergaulan hidup dalam 
masyarakat yang berasaskan kepantasan, kebiasaan dan kepatutan yang berlaku di dalam adat 
kehidupan bermasyarakat, contoh norma kesopanan makan dan minum harus duduk tidak 
boleh berdiri, menghormati orang yang lebih tua, menggunakan pakai yang sopan dan lainya. 

4. Norma hukum adalah kaidah perilaku yang dibuat oleh pihak berwenang yang mempunyai 
sifat memaksa untuk melindungi kepentingan  manusia dalam pergaulan hidup dimasyarakat 
dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. 

Kaidah atau aturan yang disebut norma itu dapat berupa: a) kaidah hukum tertulis dan 

diberlakukan oleh sistem kekuasaan (legal norm), b) norma hukum biasanya selalu tertulis (ethical 

norms), dan c) kaidah agama (religious norms). Norma hukum biasanya selalu tertulis, norma etika 

yang berisi kaidah-kaidah kesusilaan antar pribadi dapat bersifat tidak tertulis dan dewasa ini 

banyak juga yang bersifat tertulis, sedangkan kaidah kesusilaan bersifat pribadi biasanya selalu 

tidak tertulis, seperti perasaan pantas tidak pantas, rasa malu dan rasa tinggi hati dan sebagainya 

 
9 Pusat Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 4th ed. (jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 968. 
10 “Kamus Dewan,” 4th ed. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), 993. 
11 Jimly Asshiddiqie, Teori Hierarki Norma Hukum (jakarta: Penerbit Konstitusi Press (Konpress), 2021). 
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yang murni bersifat pribadi, tampa berkaitan degan orang lain dalam interaksi sosial.12 Sementara 

itu, norma agama, khususnya agama yang mempunya kitab suci, bersifat tertulis di kitab suci dan 

dalam kitab-kitab rujukan historis, seperti dalam Islam dikenal adanya Sunnah rasul yang termuat 

dalam kitab hadis Nabi Muhammad SAW. 

Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan 

masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah 

dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat.13 Kaidah hukum berisi kenyataan 

normative (apa yang seharusnya dilakukan): das Sollen dan bukan berisi kenyataan alamiah atau 

peristiwa konkret: das Sein. Dalam hukum yang penting bukanlah apa yang terjadi tetapi apa yang 

seharusnya terjadi. Undang-undang di dalamnya tidak dapat dibaca bahwa siapa yang mencuri 

sungguh-sungguh dihukum, tetapi siapa yang mencuri harus dihukum. Ketentuan yang berbunyi 

“barang siapa yang mencuri harus dihukum” tidak berarti bahwa telah terjadi pencurian dan 

pencurinya dihukum, tetapi barang siapa mencuri harus dihukum. Persyaratannya (mencuri) 

menyangkut peristiwa (Sein), sedangkan kesimpulannya (dihukum) menyangkut keharusan 

(Sollen). Sebagai syarat harus terjadi peristiwa konkret terlebih dahulu.14 Oleh karena telah terjadi 

peristiwa sesuai bunyi kaidahnya, harus ada akibatnya. Dihukumnya pencuri bukanlah merupakan 

akibat pencurian. Orang tidak dihukum karena (sebagai akibat) mencuri, tetapi pencuri harus 

dihukum berdasarkan undang-undang yang melarangnya. Kaidah hukum bersifat memerintah, 

mengharuskan atau preskriptif. Dilihat dari isinya dikenal tiga jenis kaidah hukum, yaitu berisi 

suruhan atau perintah, larangan dan perkenaan (dibolehkan).  

Pertama, Perintah merupakan bagian dari aturan yang menginstruksikan individu untuk 

melakukan suatu tindakan tertentu. Sebagai contoh, perintah untuk memberikan pertolongan pada 

seseorang yang berada dalam bahaya jika pertolongan tersebut tidak membahayakan 

penolongnya.15 Kedua, Larangan adalah bagian dari kaidah aturan yang mengharamkan individu 

melakukan tindakan-tindakan tertentu. Misalnya, larangan melakukan pencurian atau 

membunuh.16 Ketiga, Perkenan dalam aspek yang memberikan izin atau persetujuan terhadap 

tindakan-tindakan tertentu. Contohnya, dalam beberapa kasus, hukum dapat memberikan perkenan 

untuk tindakan-tindakan tertentu seperti pemberian kuasa atau persetujuan.17 

 
12 Faiq Tobroni, “Tinjauan Teori Pertingkatan Norma ( Studi Penetapan Nomor 137 / Pdt . P / 2018 / PA . 

Bm ) Itsbat On Widow ’ S Marriage During Iddah : Overview On Theory Of Norm Hierarchy ( Study of Stipulation 
Number 137 / Pdt . P / 2018 / PA . Bm )” (2022): 313–342. 

13 Situs Pendidikan Berbasis Seni dan Sains, “Norma Dan Keadilan: Arti Penting, Perilaku & 
Mewujudkannya,” 2024. 

14 Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” Jurnal Tapis: Jurnal 
Teropong Aspirasi Politik Islam 10, no. 1 (2014): 1–25. 

15 Annisa Madina Sari, “Kaidah Hukum: Pengertian, Isi, Bentuk Dan Contohnya,” 2023. 
16 Sari, “Kaidah Hukum: Pengertian, Isi, Bentuk Dan Contohnya.” 

17 Sari, “Kaidah Hukum: Pengertian, Isi, Bentuk Dan Contohnya.” 
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Sedangkan dilihat dari sifatnya kaidah hukum dapat dibagi menjadi dua kaidah18, yaitu 
kaidah imperatif, yalng bersifalt mema lksal

19 da ln ka lida lh fa lkultaltif, ya lng berisifa lt melengka lpi atau 
subsidiar atau tida lk wa ljib dila lkuka ln 20. Hans Kelsen mengemukakan bahwa norma hukum itu 
berjenjang dalam suatu tata susunan atau hierarki, tidalk lalin diseba lbka ln oleh da lya l la lku (va llidity) 
berdalsa lrka ln norma l hukum yalng lebih tinggi. Berla lkunya l norma l hukum diseba lbka ln oleh norma l 
hukum la lin yalng lebih tinggi (higher norm), sa lmpa li ke ralnta li tertinggi (higher cha lin of va llidity) 
secalral hieralrkis (cha lin of hieralrchy of norm), ya lng oleh Ha lns Kelsen disebut seba lga li “grundnorm” 
altalu normal dalsa lr. Denga ln demikia ln, setialp norma l hukum berla lku mengikalt a lpa lbilal didalsa lrka ln 
altals norma l ya lng sudalh a lda l lebih dulu sebelumnya l, denga ln sta ltus ya lng lebih tinggi, ya lng menja ldi 
dalsa lr untuk va lliditals norma l ya lng lebih rendalh.21 Di a lta ls norma l yalng lebih tinggi itu a lda l la lgi norma l 
hukum ya lng lebih tinggi la lgi ya lng menjaldi da lsa lr keberla lkua lnnya l, sehingga l a lda l punca lknyal 
terda lpa lt “grundnorm” altalu normal da lsalr yalng menja ldi la lnda lsaln ba lgi berlalkunya l semua l norma l la lin 
yalng beralda l di balwalh hieralrkhinya.22

l 
Dengaln demikialn teori hira lrki norma l ya lng dikemukalka ln oleh Ha lns Kelsen ini 

menggalmba lrkaln alda lnyal susuna ln norma l bertingka lt da llalm sua ltu taltalna ln norma ltif di ma lna l norma l 
yalng lebih renda lh menda lpa ltka ln kea lbsalhalnnyal da lri norma l lebih tinggi seca lra l forma ll, yalkni diliha lt 
dalri sisi prosedur pembualta lnnyal, buka ln da lri segi ka lndunga ln isinyal. Ini bera lrti ba lhwa l teori 
kealbsa lha ln normal hukum a lla l Kelsen ini a lda lla lh sebua lh teori forma ll.23 Ka lrena l meneka lnka ln 
kebenalraln forma ll dallalm teori kealbsa lha lnnya l, malka l unsur ma lteri hukum tida lk menja ldi penting ba lgi 
kealbsa lha ln tersebut. Ini memba lwa l Kelsen kepalda l sua ltu pa lha lm tenta lng teori hukum murni, di ma lna l 
ma lteri hukum halrus dipisalhkaln dalri sega lla l sesualtu ya lng buka ln hukum, seperti morallita ls. Hukum 
alda llalh murni sualtu ta ltalna ln pera lturaln yalng lalhir seca lra l forma ll da lri norma l hukum la lin ya lng 
mengotorisa lsi pencipta la laln norma l tersebut.24 

Hukum positif yalng sa la lt ini berla lku di Indonesia l kea lbsa lha lnnyal dida lsa lrka ln pa lda l unda lng-

unda lng yalng tela lh disalhkaln oleh Dewa ln Perwa lkila ln Ralkyalt Republik Indonesia.25
l Ba lhwa l denga ln 

 
18 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 

2020). 
19 Mohammad Dahlan, “Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant (Deontologi, Imperatif Kategoris Dan 

Postulat Rasio Praktis),” Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin 8, no. 1 (2009): 37. 
20 Eko Supriyanto, “Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan Dalam Undang-

Undang,” Yuridika 31, no. 3 (2017): 384. 
21 Tanto Lailam, “Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum Di Indonesia,” Jurnal Konstitusi 15, no. 

1 (2018): 206. 
22 Syamsul Anwar, “Teori Pertingkatan Norma Dalam Usul Fikih Syamsul Anwar Pendahuluan Dalam 

Hukum Islam Secara Umum Sering Ditemukan Istilah Al-Usul Dan al-Furu ’ . Memang Kedua Istilah Ini Mempunyai 
Pengertian Yang Beragam . Misalnya Dalam Sejumlah Kitab Fikih Istilah Al-.” 

23 Syamsul Anwar, “Teori Pertingkatan Norma Dalam Usul Fikih Syamsul Anwar Pendahuluan Dalam 
Hukum Islam Secara Umum Sering Ditemukan Istilah Al-Usul Dan al-Furu ’ . Memang Kedua Istilah Ini Mempunyai 
Pengertian Yang Beragam . Misalnya Dalam Sejumlah Kitab Fikih Istilah Al-.” 

 
24 Syofyan Hadi, “Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab 

Positivisme Hukum,” Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY 25, no. 1 (2018): 86. 
25 Irvino Rangkuti, “Kajian Norma Pancasila Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Positif 

Di Indonesia,” Res Nullius Law Journal 5, no. 1 (2023): 47–59. 
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disa lhkalnnyal ra lncalngaln unda lng-undalng ya lng dia ljuka ln oleh pemerinta lh kepa lda l Dewaln Perwa lkila ln 

Ralkyalt Republik Indonesia l menja ldi unda lng-unda lng ma lka l kekua lta ln berla lkunya l menja ldi sa lh da ln 

berla lku ba lgi seluruh ra lkya lt Indonesia.26
l Malka l ha ll ini sejallaln denga ln teori kea lbsa lha ln forma ll 

menurut Halns Kelsen yalng menjela lska ln balhwa l kea lbsa lha ln forma ll norma l hukum ditentuka ln oleh 

sualtu norma l la lin ya lng lebih tinggi ya lng mengotorisa lsi pencipta laln norma l tersebut. Norma l da lsa lrla lh 

yalng membentuk kesa ltua ln da llalm berba lga li norma l denga ln memberika ln a lla lsa ln balgi kea lbsalha ln 

semual norma l yalng beralsa ll da lri talta lnaln ini.27 

ALdalpun struktur forma ll hiera lrkhi peraltura ln perunda lng-unda lnga ln di Indonesia l berda lsa lrka ln 

Pa lsa ll 7 alyalt (1) 28 tentalng pembentuka ln pera ltura ln perunda lng-unda lnga ln seba lga li berikut: 

1. Undalng-Unda lng Da lsa lr (UUD) 1945 da ln Perubalha ln UUD 1945; 

2. Ketetalpa ln MPR/S 

3. Undalng-Unda lng (UU) da ln Perpu;  

4. Peraltura ln Pemerintalh (PP);  

5. Peraltura ln Presiden (Perpres);  

6. Peraltura ln Da lera lh Provinsi (Perda l Prov);  

7. Peraltura ln Da lera lh Ka lbupalten/Kota l (Perda l Ka lb/Kotal). 
Berdalsa lrka ln ketentualn di a lta ls, da lpalt diketa lhui ba lhwa l hiera lrki pera ltura ln Perunda lng-

unda lngaln di Indonesial ya lng pa lling tinggi a ldalla lh UUD 1945.29 Oleh ka lrena l itu, kekua lta ln hukum 
peraltura ln perundalng-undalnga ln ya lng disebutka ln berla lku sesua li denga ln hiera lrkinya l da ln pera ltura ln 
yalng lebih renda lh tida lk boleh bertentalngaln denga ln peraltura ln ya lng lebih tinggi.30 Sedangkan 
Rekonstruksi Norma Hukum mengenai hukum Islam di Indonesia sangat terkait dengan 
positivisasi hukum.  

Positivisasi hukum Islam adalah usaha sungguh-sungguh untuk menjadikan hukum Islam 
sebagai hukum positif yang berlaku di suatu Negara. Istilah positivisasi hukum islam memiliki 
semengat metodologis yang salama dengan. “tranformasi hukum Islam, Pelembagaan hukum 
Islam, Kodifikasi atau Kompilasi hukum islam, Islamization of Muhammadan Law, taqnin, dan 
siyasah”.31 Dalam konsep yang serupa bisa disandingkan dengan, seperti harmonisasi hukum, 
interkoneksi hukum, evolusi-revolusi hukum, rekonstruksi hukum dan transisi hukum. 

 
26 Adika Akbarrudin, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI Dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945,” 

Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) 8, no. 1 (2013): 52–66. 
27 Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Atau Teori Hukum Murni, Terj. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa 

Media, 2013). 
28 UU No.12 Tahun 2011, “Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234,” n.d. 
29 Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di 

Indonesia,” Negara Hukum 9, no. 1 (2018): 120. 
30 Radita Ajie, “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang ( Open Legal Policy ) Dalam 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Limit To Open Legal Policy In Legislation Making Based On” (2016): 
111–120. 

31 Muhammad Abdul Nasir, Positivisasi Hukum Islam  di Indonesia, (Mataram Press, 2004). 
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Norma l Hukum Islalm da ln Kea lbsalha lnnya l 
Ka ltal Hukum dalla lm balhalsa l A Lralb a ldallalh a ll-hukm. Ja lmalknya l a ll-alhka lm. Menurut ba lha lsa l, 

hukum a lrtinyal mencega lh dalri perbua ltaln ya lng dilalra lng.32 A Lrti la lin da lri hukum ya litu putusa ln a lta lu 
ketentualn. A Lda lpun menurut istilalh ula lmal ushul fiqh, hukum a lda lla lh “Ketentua ln Sya lr’i ya lng 
berhubunga ln dengaln perbualta ln palral mukallla lf terka lit denga ln tuntuta ln, piliha ln, a lta lu wa ldh’i”. 
Pengertialn ini diura likaln sebalga li berikut:33 

1. Ketentua ln Sya lr’i (pembualt hukum) ma lksudnya l aldallalh hukum-hukum ya lng dibua lt oleh A Llla lh 
SWT daln Na lbi Muha lmmald SA LW. 

2. Perbualtaln a lda llalh perila lku ya lng terlihalt oleh indra l, buka ln terka lit denga ln pemikira ln a ltalu ya lng 
terlinta ls da llalm halti. 

3. Muka llla lf aldallalh ora lng ya lng bera lka ll seha lt da ln suda lh ba lligh sehingga l da lpa lt dibeba lni hukum 
altalu disebut jugal seba lgali oralng ya lng suda lh ca lkalp berbualt hukum.  

4. Tuntutaln da lpalt berma lknal tuntuta ln untuk da lpa lt dilalksa lna lka ln a lta lu ditingga llka ln. Tuntuta ln untuk 
dilalksa lnalka ln dalpalt berupa l waljib da ln sunna lh, sementa lra l tuntuta ln untuk ditingga llka ln dalpa lt 
berupal ha lra lm da ln malkruh. 

5. Pilihaln berma lknal alda lnyal kebebalsa ln untuk memilih balik untuk dila lksa lna lka ln a ltalu tida lk. 
Pilihaln ini dalpalt disebut sebalga li mubalh.  

6. Waldh’i a lda llalh sualtu hukum ya lng da lpalt menja ldi sebalb, syalralt, pengha lla lng, salh, ba ltall, 
rukhsha lh, a ltalu alzimalh sualtu perbua ltaln hukum. 

Istila lh hukum Islalm ya lng da lpa lt dia lnggalp sepa lda ln dengaln terma l normal hukum a lda lla lh 
istila lh “hukum syalr’i”. Palra l teoritisi hukum Isla lm (a lhli-a lhli usul fikih) mendifinisika ln “hukum 
syalr’i” seca lra l halmpir sepalka lt seba lgali “sa lpa laln Ila lhi ya lng ditujuka ln kepa lda l perbua lta ln ma lnusial 
yalng berisi preskripsi (perinta lh da ln la lralnga ln), a llterna lsi (pemberia ln piliha ln), da ln peneta lpa ln 
hubunga ln 34. 

Pernyaltala ln balhwal hukum a lda llalh sa lpa laln Ila lhi mengga lmba lrka ln dua l ha ll. Perta lma l, da llalm 
konsepsi ini hukum memiliki dalsalr-da lsalr keila lihaln dallalm pengertia ln balhwa l hukum itu bersumber 
kepaldal bimbingaln daln tuntuna ln Ila lhi seba lga lima lnal da lpa lt ditemuka ln da llalm wa lhyu-Nya l. Kedua l, 
hukum merupa lka ln ka lta l kerja l, ka lrena l hukum dikonsepsika ln sebalga li sua ltu sa lpa laln. Dallalm hukum, 
menurut konsepsi ini, Tuhaln menya lpa l ma lnusia l mengena li tingkalh lalkunya l da ln penya lpa la ln Tuha ln 
itulalh yalng disebut hukum.35 

Balhwal hukum Islalm seca lral umum buka lnla lh hukum tertulis da lla lm pengertia ln buka ln 
hukum yalng dilegislalsi da lla lm bentuk unda lng-undalng da ln berba lga li pera ltura ln turuna lnnya l oleh 

 
32 Ihsan Sa, Jefik Zulfikaar Hafizd, and Eka Safitri, “The Arabic ’ s Significant Role in the Understanding of 

Islamic Law” 6, no. 2 (2022): 371–386. 
33 Abdul Halim, Metodologi Penetapan Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023). 
34 Syamsul Anwar, “Teori Pertingkatan Norma Dalam Usul Fikih Syamsul Anwar Pendahuluan Dalam 

Hukum Islam Secara Umum Sering Ditemukan Istilah Al-Usul Dan al-Furu ’ . Memang Kedua Istilah Ini Mempunyai 
Pengertian Yang Beragam . Misalnya Dalam Sejumlah Kitab Fikih Istilah Al-.” 

35 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjin Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat (jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2007). 
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sualtu negalral. Kea lbsa lha ln norma l hukum (hukum sya lr’i) bukalnlalh kea lbsa lhaln forma ll yalng 
ditentukaln oleh sualtu norma l la lin lebih tinggi yalng mengotorisalsi pencipta la ln norma l tersebut seperti 
hallnya l dallalm teori kea lbsa lhaln forma ll normal hukum menurut Kelsen.36 

Kea lbsa lhaln normal hukum (hukum sya lr’i) da llalm hukum Isla lm terka lit denga ln sifa lt norma l 
itu sendiri. ALda l dual malcalm norma l diliha lt dalri segi sifa ltnya l yalitu 37: 
1. Norma l-normal hukum non-ijtiha ldia lh, alda lla lh norma l hukum ya lng la lngsung diteta lpka ln dallalm 

dual sumber pokok hukum Isla lm, ya litu ALl-Quraln da ln Haldis. Norma l hukum ya lng diteta lpkaln 
da llalm ALl-Quraln kealbsa lha lnnya l alda llalh kea lbsalha ln denga ln sendirinyal seda lngka ln norma l hukum 
ya lng diteta lpkaln da lla lm haldis, kea lbsalha lnnya l a ldalla lh kea lbsa lha laln denga ln sendirinya l sepa lnja lng 
ha ldis bersa lngkuta ln salh.  

2. Norma l-normal hukum ijtiha ldialh, a ldallalh norma l hukum yalng tida lk ditentuka ln seca lra l la lngsung 
da llalm ALl-Quraln daln haldis, mela linkaln merupa lkaln norma l halsil perlua lsa ln da ln interpreta lsi 
terha lda lp kedual sumber pokok itu da ln mela llui pemalnfa la ltaln sumber-sumber penda lmping 
(pa lraltekstua ll) seperti ijmal, qiya ls, istihsaln, istisla lh, da ln malsallih a ll-mursa lla lh. Kea lbsa lha ln normal 
ini ditentukaln tigal fa lktor ya litu: a) seja luhma lnal ketepaltaln derivalsi (istinba lt) norma l itu da lri 
sumber-sumber hukum Isla lm, b) oleh sejaluhmalna l ketepa lta ln penera lpa ln prosedur deriva lsi 
(istinbalt) yalng ditetalpkaln da lla lm usul fikih, da ln c) ditentuka ln oleh kuallifika lsi pelalku deriva lsi. 
Sualtu hukum syalr’i ijtiha ldia lh salh alpalbilal da lpa lt dibuktika ln balhwa l norma l hukum itu tela lh 
diderivalsi (diturunka ln/diistinbalt) seca lra l bena lr da lri sumber-sumbernya l (da llil-da llilnya l) denga ln 
mengikuti ka lidalh da ln prosedur istinba lt ya lng telalh diteta lpka ln da lla lm usul fikih.  

Oleh karenanya, kea lbsa lha ln norma l hukum (hukum sya lr’i) ijtiha ldia lh tidalk bersifa lt formall, 
mela linka ln bersifa lt kora lboraltif a lrtinyal kea lbsalha ln norma l hukum ditentuka ln oleh sejumla lh fa lktor 
yalng secalral komulaltif sa lling mendukung eksistensi norma l hukum tersebut, ya litu terpenuhinya l tiga l 
unsur yalng disebutkaln di a lta ls. Dallalm hukum Isla lm norma l hukum itu dikelompoka ln menjaldi norma l 
hukum (hukum syalr’i) ya lng qa lt’i da ln normal hukum (hukum sya lr’i yalng za lnni. Jenja lng nilali 
epistemik daln tingkalt legitima lsi nomal hukum dimula li dalri norma l hukum ya lng pa lling lema lh (a lma lt 
za lnni) meningkalt menjaldi norma l hukum yalng lebih kua lt sa lmpa li a lkhirnyal menca lpa li tingka lt norma l 
hukum yalng qa lt’i (palsti). Seja luhma lnal tingkalt kekua lta ln norma l itu ditentuka ln oleh seja luhma lna l ial 
didukung oleh sebala lnyalk mungkin sumber. Sema lkin minim sumber-sumber (dallil-da llil) sema lkin 
za lnni sua ltu norma l, daln sema lkin ba lnyalk dukungaln sumber-sumber semalkin mendeka lti qa lt’i.38 

 

 
36 Syamsul Anwar, “Teori Pertingkatan Norma Dalam Usul Fikih Syamsul Anwar Pendahuluan Dalam 

Hukum Islam Secara Umum Sering Ditemukan Istilah Al-Usul Dan al-Furu ’ . Memang Kedua Istilah Ini Mempunyai 
Pengertian Yang Beragam . Misalnya Dalam Sejumlah Kitab Fikih Istilah Al-.” 

37 Syamsul Anwar, “Teori Pertingkatan Norma Dalam Usul Fikih Syamsul Anwar Pendahuluan Dalam 
Hukum Islam Secara Umum Sering Ditemukan Istilah Al-Usul Dan al-Furu ’ . Memang Kedua Istilah Ini Mempunyai 
Pengertian Yang Beragam . Misalnya Dalam Sejumlah Kitab Fikih Istilah Al-.” 

38 Syamsul Anwar, “Teori Pertingkatan Norma Dalam Usul Fikih Syamsul Anwar Pendahuluan Dalam 
Hukum Islam Secara Umum Sering Ditemukan Istilah Al-Usul Dan al-Furu ’ . Memang Kedua Istilah Ini Mempunyai 
Pengertian Yang Beragam . Misalnya Dalam Sejumlah Kitab Fikih Istilah Al-.” 
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Konsep Kalidalh Fikih, ALsa ls Fikih daln ALsa ls Umum Fikih 
1. Kalida lh Fikih  

Kalida lh fikih altalu Ka lidalh hukum Islalm (a ll-qa lwali’id a ll-fiqhiyya lh) a lda llalh sua ltu norma l 
hukum Islalm.  Kalta l “ka lida lh”, da llalm balhsal A Lra lb “qa l’ida l”, seca lra l ha lrfia lh bera lrti da lsa lr, 
fundalmen, fonda lsi, balsis, Qalwal’id a ll-balit bera lrti fonda lsi rmalh. ALz-Zaljja lj menga ltalka ln “a ll-
qalwal’id” beralrti fondalsi yalng melalndalsi tega lknya l ba lnguna ln. Sela lin itu ka ltal “qalida lh” jugal 
bera lrti da lbith, ya lkni ukura ln, sta lndalr, norma l. Seda lngka ln menutur bebera lpa l a lhli hukum islalm 
mendefinisika ln kalida lh fikih, seba lgali berikut: 

a. ALs-subki mendefinisikalaln kalida lh fikih alda llalh proposisi universa ll yalng berlalku terhalda lp 
saltua ln-sa ltualn yalng ba lnya lk da ln ya lng dalripa ldalnya l diketa lhui hukum sua ltu itu. 

b. Huma lid mendefinisikaln normal yalng bersifa lt (pa lda l umumnyal) mela llui ma lna l dalda lp 
diketa lhui ketentualn-ketentua ln hukum kalsus-ka lsus fikih seca lra l lalngsung. Bersifa lt 
ga llib(pa ldal umumnya l) mempunya li a lrti berla lku umum, teta lpi tida lk mutlalk di ma lna l mungkin 
terda lpa lt sejumlalh pengecua liia ln sehinggal berla lkunya l a lda lla lh pa lda l umumnya l. 

c. Musta lfa l a lz-Zalrqal mendefinisalka ln kalida lh seba lgali a lsa ls-a lsals umum hukum isla lm ya lng di 
formula lsi dallalm rumusa ln-rumusa ln yuristik singka lt ya lng memualt ketentua ln-ketentua ln 
hukum ya lng bersifalt umum mengena li ka lsus-ka lsus ya lng menjaldi objeknya l.  
Sederhananya, dalpa lt diliha lt balhwa l kalidalh da llalm ha ll ini ka lida lh hukum isla lm a lda lla lh sua ltu 

normal hukum isla lm. Norma l itu sifa ltnya l umum ya lng menca lkup sejumlalh ba lnya lk kalsus detalil 
yalng menja ldi obyeknyal. Dengaln normal itu da lpalt diketa lhui ketentua ln-ketentua ln hukum ba lgi 
kalsus-kalsus yalng termalsuk dallalm ca lkupalnnya l. Normal itu dirumuska ln seca lra l eksplisit da llalm 
rumusaln yuristik singka lt da ln pa lda lt. Tempa lt menemuka lnnyal alda lla lh da llalm berba lga li kita lb fikih. 
Kalida lh-kalidalh hukum Isla lm (ka lidalh-ka lidalh fikih) diperoleh mela lli tigal ca lra l, Perta lma l la lngsung 
merupalkaln rumusaln A Ll-Quraln da ln ha ldis. Seperti ka lidalh “Tida lk a lda l kerugia ln da ln perugia ln” (la l 
dalralral wallal diralr) yalng merupa lka ln salbdal Nalbi Muha lmma ld SA LW yalng bunyinya l demikia ln. 
Kedual, disimpulka ln seca lra l induktif da lri sejumla lh teks-teks A Ll-Qur’aln a lta lu ha ldis seperti ka lida lh 
“Kesulitaln membalwa l kemuda lha ln” ya lng disimpulka ln da lri sejumla lh a lya lt A Ll-Qura ln ya lng 
memberikaln dispensa li da ln kemuda lha ln da llalm ha ll pela lksa lna laln ketentualn hukum sya lria lh 
membalwa l da llalm kondisi tertentu. Ketigal, disimpulka ln seca lra l induktif da lri ketentua ln-ketentua ln 
kalsus-kalsus deta lil serupa l. Misa lla lnyal da llalm alkald jua ll beli alda l ketentua ln berupa l a lka ld jua ll beli itu 
halrus dida lsalrka ln kepaldal rida l (persetujua ln) pa lra l pihalk. Oleh ka lrena l itu disimpulka ln seca lra l 
induktif sua ltu norma l umum ba lhwa l “Palda l a lsalsnya l a lka ld itu a lda llalh kesepalka lta ln (persetujua ln, ridal) 
palral pihalk daln a lkiba lt hukumnya l alda llalh a lpal yalng mereka l teta lpkaln altals diri mereka l mela llui ja lnji.39 
Sifa lt kalidalh a lghlalbiyalh, alktsalriya lh alta lu pa ldal umumnya l, oleh ka lrena l itu, setia lp ka lida lh 
mempunyali pegecua llia ln-pengecua llialn.40 

 
39 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer (Yogyakarta: UAD Press, 2019). 
40 Syamsul Hilal, “QAWÂ ‘ ID FIQHIYYAH FURÛ ‘ IYYAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM” 

(2000). 
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2. ALsa ls Fikih (ALn-Nalzalriyya lt all-Fiqhiyyalh) 
ALn-nalzalriyyalt a ll-fiqhiyyalh lebih umum da ln lebih lua ls ca lkupalnnya l da lri ka lida lh fikih. A Ln-

nalzalriyya lt all-fiqhiyyalh merupa lka ln konsep-konsep fikih (hukum Isla lm) ya lng memiliki rukun da ln 
sya lralt yalng disaltuka ln oleh ja lringa ln-jalringaln konseptua ll fikih di balwalh sa ltu kesa ltua ln temaltik 
ya lng sistemaltis. ALn-nalza lriyya lt all-fiqhiyyalh itu di ba lwa lhnya l terca lkup ka lida lh-ka lida lh fikih. 
Hubungaln a lntalr kedua lnyal a ldallalh hubunga ln balgialn denga ln keseluruha ln di ma lna l ba lgia ln alda llalh 
ka lidalh-kalida lh hukum Isla lm da ln keseluruha ln a ldallalh aln-na lza lriyya lt a ll-fiqhiyya lh. Misa llalnyal 
nalzalriyalh a ld-dalrura lh (teori da lruralt) mencalkup sejumla lh ka lidalh ya lng ba lnya lk. Kital da lpa lt 
membeda lka ln dua l pengertialn aln-na lzalriyya lt a ll-fiqhiyya lh, pa lda l sa ltu sisi da lpa lt dia lrtikaln seba lga li 
teori hukum Isla lm, yalng mengkalji obyeknyal berupal a lsals-a lsa ls da ln prinsip-prinsip umum hukum 
Islalm (fikih). Palda l sisi la lin aln-nalzalriyya lt all-fiqhiyyalh da lpa lt dialrtikaln seba lga li kumpula ln a lsa ls-
alsa ls da ln prinsip-prinsp umum hukum Isla lm itu sendiri. Ja ldi a ln-nalza lriyya lt a ll-fiqhiyya lh da llalm 
alrti perta lma l, yalitu teori hukum Isla lm, menja ldika ln a ln-na lza lriyya lt all-fiqhiyya lh da lla lm pengertialn 
kedua l, yalitu doktrin-doktrin yalng meliputi a lsa ls-a lsals da ln prinsip-prinsip hukum Isla lm, seba lga li 
obyek kaljialnnya.41

l   
3. ALsa ls Hukum isla lm (all-A Lsl a ll-Kulli) 

Istila lh yalng ba lnyalk diguna lka ln oleh palra l a lhli hukum Isla lm a lda llalh “a ll-a lsl”, ja lma lka lnyal 
“a ll-usul”. Menurut all-Malqqa lri a ldal tiga l doktrin tengalh hukum Isla lm, ya litu bila lma lna l diurutkaln 
da lri yalng lebih spesifik kepaldal ya lng umum: (1) sta lndalr (all-da lbit), (2) kalida lh (a ll-qa lida lh), daln 
(3) a lsa ls (all-alsl). A Lhli usul fikih ya lng balnya lk mengguna lka ln isitila lh ini alda lla lh a lsy-Sya ltibi. Ia l 
terka lda lng menggalbungkalnnyal denga ln kalta l “kulli”, sehingga l menja ldi a ll-a lsl a ll-kulli daln 
jalma lknyal all-usul all-kulliya lh. ALl-usul all-kuliyya lh dipa lka li da llalm a lrti prinsip-prinsip umum ya lng 
ditega lska ln dallalm ALl-Qura ln da ln a ls-Suna lh, seperti “Tida lk a lda l kerugialn da ln perugia ln,” 
“Seseora lng tida lk memikul ta lnggungja lwalb a ltals perbua ltaln oralng lalin,” “Da ln (A Llla lh) tida lk 
menja ldika ln kesulitaln da lla lm a lgalma l,” “Sesungguhnya l almall berda lsa lrka ln nia lt,” “Ora lng ya lng 
meningga ll ta lnpal menyekutuka ln A Lllalh malsuk syurga l,” da ln seterusnya.42 

Da lri a lpa l ya lng dikemuka lka ln di a lta ls mengena li a ll-qa lwa li’id a ll-fiqhiyya lh, A Ln-Na lzalriya lt all 
Fiqhiyya lh, daln a ll-usul all-kulliya lh da lpa lt diliha lt ba lhwa l da llalm hukum Isla lm terda lpa lt kumpula ln 
doktrin umum hukum Isla lm seba lga li berikut:43 1) Kumpula ln doktrin umum hukum Isla lm ya lng 
telalh dirumuska ln dalla lm formulalsi yuristik spesifik singka lt da ln pa lda lt, Ini disebut denga ln ka lida lh 
ka lidalh hukum Isla lm (ka lidalh fikih). 2) Doktrin umum hukum Isla lm yalng tida lk dirumuska ln da llalm 
formula lsi yuristik khusus, teta lpi doktrin itu a lda l, dia lkui da ln terda lpa lt seca lra l tersera lk da llalm 
berbalga li kitalb fikih, Ini oleh seba lgia ln fukuha l kontemporer disebut seba lga li A Ln-na lza lriyya lt a ll-
fiqhiyya lh. 3) Doktrin umum hukum Isla lm yalng terdiri altals dua l ma lca lm alsa ls a lta lu prinsip, ya litu 
ya lng terumuska ln seca lra l khusus da llalm sua ltu rumusaln yuristik da ln ya lng tida lk terumuska ln seca lra l 
khusus da llalm formulalsi a llnya l yalng perta lma l. Ini yalng disebut denga ln a ll-usul a ll-kulliya lh. 

 
41 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer. 
42 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer. 
43 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer. 
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Hieralrki Normal Hukum Islalm  
Pendalpa lt palra l Fuka lhal daln a lhli-a lhli usul fikih mengena li norma l, a lsals umum, da ln prinsip 

dalsa lr hukum Isla lm tidalk ditemuka ln penega lsaln secalra l eksplisit daln uralia ln sistema ltis tentalng 
alda lnyal hiera lki normal dallalm hukum Isla lm. Na lmun dira lsa lka ln a lda l isya lra lt mengena li itu seperti 
dallalm ura lialn alsy-Sya ltibi di a lta ls balhwal prinsip universall itu bertingka lt-tingka lt. Isya lra lt tida lk 
lalngsung seperti ini mendorong untuk ditegalska ln a lda lnya l pertingka lta ln norma l da lla lm hukum Isla lm. 
Hieralrki tersebut dalpa lt disusun meliputi: pertama, Norma l-norma l hukum konkret (norma l-norma l 
hukum detalil) ya lng dika lla lnga ln alhli fikih daln usul fikih dikena ll dengaln a ll-furu’ a lta lu a ll-a lhka lm a ll-
fa lr’iyyalh. Kedua, Prinsip-prinsip umum yalng disebut a ll-usul a ll-kuliyya lh. Mengingalt normal 
ma lca lm kedual ini bertingka lt-tingka lt pula l di malna l a ldal yalng lebih tinggi da ln a lda l yalng lebih spesifik 
daln renda lh yalng merupalka ln turuna ln da lri prinsip ya lng lebih tinggi itu, malka l norma l ini seca lra l 
sederhalna l dalpa lt dibeda lka ln menja ldi dua l jenjalng. Jenja lng perta lma l yalng lebih konkret da lpa lt 
dipinjalm istila lh alsa ls-a lsals umum (all-usul all-kulliyalh) untuk mena lma lka lnnyal. Seda lngka ln jenja lng 
lebih albstra lk da ln lebih tinggi da lpalt disebut seba lga li prinsip-prinsip dalsa lr (a ll-ma lba ldi’a ll-a lsalsiyya lh) 
altalu nilali-nilali dalsa lr (a ll-qiya lm a ll-a lsalsiyya lh). 

Ja ldi seca lral keseluruhaln norma l-norma l hukum Isla lm itu da lpa lt dijenja lngka ln da llalm tiga l 
tingka ltaln hiera lrkis, yalitu 44: 
1. Norma l-normal hukum konkret (a ll-furu, a ll a lhkalm all-falr’iyya lh), ketentualn-ketentua ln hukum 

ta lklifi da ln wald’i seperti waljib, ha lra lm, ma lndub, ma lkruh, muba lh, seba lb, sya lra lt, da ln 
penghallalng. Ketentua ln-ketentua ln konkret ini lalngsung mempreskripsi da ln a ltalu 
mengotorisa lsi tingka lh la lku subyek hukum, seperti ma lka ln riba l hukumnya l halra lm, memenuhi 
perja lnjialn a ldallalh wa ljib, syalra lt wa ljib berza lka lt a lda lla lh tercalpa linya l nisalb pa lda l keka lya la ln ya lng 
dimiliki daln seterusnya l. 

2. ALsa ls-a lsals umum (all-usul a ll-kulliya lh), norma l lebih tinggi da ln lebih a lbstra lk ya lng merupa lka ln 
prisnsip-prinsip umum hukum Isla lm, seperti prinsip ba lhwa l sega llal mualma lla lt itu boleh kecua lli 
ya lng seca lra l khusus dilalra lng da ln berba lga li prinsip hukum Isla lm la linnyal. Prinsip-prinsip 
umum seperti ini diberi na lma l alsals-a lsals umum hukum Isla lm (a ll-usul a ll-kulliya lh).  Prinsip ini 
a ldal ya lng suda lh diformulalsi da llalm rumusa ln yuristik da ln dina lmalka ln kalida lh fikih (ka lida lh 
hukum Isla lm) da ln a lda l yalng tida lk dirumuskaln da ln disebut (a lsa ls-alsa ls umum hukum Isla lm) 
ya lng tersrumuska ln da llalm palsa ll undalng-unda lng contohnya l alsa ls kepemilika ln. 

3. Prinsip-prinsip da lsalr (a ll-malba ldi’ a ll-a lsalsiyya lh) alta lu nila li-nila li dalsalr (a ll-qiya lm a ll-a lsa lsiyalh). 
prinsip-prinsip universall a lga lmal Isla lm yalng mela lnda lsi hukum Isla lm seperti kema lsla lhalta ln, 
kealdilaln, persa lmalaln, kebeba lsa ln, a lkhla lk kalrima lh, persa ludalra la ln, tolong menolong da ln lalin-
lalin ya lng dia ljalrka ln sebalga li nilali universa ll. 

 
44 Syamsul Anwar, “Teori Pertingkatan Norma Dalam Usul Fikih Syamsul Anwar Pendahuluan Dalam 

Hukum Islam Secara Umum Sering Ditemukan Istilah Al-Usul Dan al-Furu ’ . Memang Kedua Istilah Ini Mempunyai 
Pengertian Yang Beragam . Misalnya Dalam Sejumlah Kitab Fikih Istilah Al-.” 
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ALsa ls altalu prinsip berfungsi seba lga li tolalk ukur daln rujukaln untuk menga lwa ll da ln mengeta lhui 
kesesusa lialn a lntalra l hukum ya lng ha lrus hihalsilkaln oleh pa lra l pengga lli hukum denga ln ma lksud da ln 
tujua ln nalsh ( a ll-qur’a ln da ln sunna lh).45 Seda lngkaln kalida lh-kalidalh hukum Isla lm (a ll-qa lwal’id a ll-
fiqiyya lh) disusun oleh palral fuqalha l (a lhli hukum) sebalga li pedoma ln untuk mempermuda lh da ln 
menbalntu perma lsa llalhaln pa lrikula lr (a ll-juz’iyya lt) da ln perma lsallalha ln ya lng mirip di da lla lm menetuka ln 
hukum da lri sualtu perka lra l alta lu kaljeda lialn.46 
Tentalng hiera lrki Norma l lebih lalnjut digalmba lrka ln dallalm balga ln seba lga li berikut: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengenali teori Pertingka lta ln norma l di alta ls, secera l sederha lna l da lpa lt di jela lska ln ba lhwa l teori 

pertingkaltaln norma l aldalla lh teori ya lng mencoba l menemuka ln hukum lewa lt tiga l jenja lng norma l: 

perta lma l-normal da lsa lr alta lu nila li-nilali filosifis   a ll-ma lba ldi’ a ll-a lsalsiyya lh/all-qiya lm a ll-a lsalsiyya lh 

seperti kema lslalha ltaln, kealdilaln, kesetaraan dan lainya. Norma l-norma l tersebut seba lga lima lnal suda lh 

alda l berdalsa lrka ln falkta l-fa lkta l daln sudalh di a lkui. Kedua l, norma l, norma l di tenga lh berupa l doktrin-
 

45 Abdul Muiz, “Landasan Dan Fungsi Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam” 3, no. 
1 (2020): 103–114. 

46 Muhammad Alim, “Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam” 17, no. 1 (2010): 151–161. 

Prinsip-prinsip Dasar Hukum Islam/Nilai-nilai Dasar Hukum Islam  
(al-mabadi’ al-asasiyyah/al-qiyam al-asasiyyah)  

kemaslahatan, keadilan, persamaan, kebebasan, akhlak karimah, persaudaraan 
dan lain-lain 

Asas-asas umum/prinsip-prinsip umum Hukum Islam  
(al-usul al-kulliyah)  

 

Kaidah-kaidah hukum Islam           Asas-asas hukum Islam 
 (al-qawa’id al-fiqhiyyah)                (an-nazariyyat al-fiqhiyyah) 

Ketentuan-ketentuan hukum detail (konkrit)  
(al-furu/al ahkam al-far’iyyah) 
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doktrin umum hukum Islalm ya litu a ln-nalza lriyya lt all-fiqhiyya lh, a ld-dalwa lbith a ll-fiqhiyya lh, da ln a ll-

qalwal’ide all-fiqhiyyalh, ketiga l, merupa lka ln pera ltura ln-pera ltura ln hukum kongkrit ( a ll-alhka lm a ll-

fa lr’iyyalh). Ketiga l la lpisa ln norma l ini tersusun seca lra l hiera lrkis di ma lna l norma l ya lng palling a lbsra lk 

dikongkritisa lsi dallalm normal tengalh (doktrik umum) berupa l ka lida lh-ka lida lh fiqhiyya lh. Denga ln 

demikia ln norma l tersbut da lpa lt dibedalka ln menja ldi tiga l yalitu pera lturaln-pera lturaln hukum konkrit, 

alsals-alsals umum, daln nila li-nila li da lsa lr.47 Hiera lrki norma l di a lta ls da lpa lt diliha lt da lri a ltals a lta lu dalri 

balwalh. Diliha lt dalri altals, ma lka l dika lta lkaln ba lhwa l norma l pa lling tinggi, ya litu nila li-nila li (prinsip-

prinsip) da lsa lr memalyungi normal lebih renda lh, ya litu alsa ls-alsa ls umum. Palda l giliralnnya l alsa ls-a lsa ls 

umum ini mema lyungi norma l di balwa lhnyal, ya litu ketentua ln-ketentua ln hukum konkret. A Lpa lbila l 

dilihalt dalri balwalh, malkal nila li-nilali nila li da lsa lr dikaltalka ln mela lnda lsi nilali-nila li lebih konkret, ya litu 

alsals-alsals umum, daln alsals-a lsa ls umum ini mela lndalsi ketentua ln-ketentua ln konkret.48 

Balhwal hieralrki norma l hukum Isla lm ini tidalk menja ldi dalsalr kea lbsa lha ln norma l lebih renda lh 

secalral forma ll. Hall ini kalrena l da llalm hukum Isla lm kea lbsa lha ln sualtu normal tidalk kalrena l a lda lnyal 

normal lebih tinggi ya lng melegitima lsi da ln memberi kewena lnga ln untuk merumuska ln norma l lebih 

rendalh, yalng disebut seba lga li teori kea lbsa lhaln formall norma l hukum. Da lla lm hukum Isla lm 

kealbsa lha ln normal bersifalt kola lbora ltif da ln ditentuka ln teruta lma l seja lumalna l norma l-norma l itu 

dibuktikaln telalh diturunka ln seca lra l bena lr da lri sumber-sumbernya l. Ja ldi tidalk ditentukaln oleh ca lra l 

normal itu dibualt, tetalpi oleh isi ya lng terka lndung di dallalm norma l itu, yalkni seja luhmalna l isinya l 

dalpa lt dibuktikaln diturunka ln dalri sumber-sumberya l. Dallalm konsep kora lbora ltif, norma l ya lng lebih 

tinggi dalpalt memperkua lt tingkalt legitima lsi norma l di ba lwa lhnyal, teta lpi tida lk menja ldi penentu 

eksklusif kealbsa lha lnnya.49
l 

Adaptabilitas Ma lnfa lalt Teori Hiera lrki Norma l da ln Contoh Penera lpaln 

 Adaptabilitas (perubuhan). Menyangkut hukum islam yang berkembang sesuai dengan 

perkembangan zaman. Hukum Islam bahwasannya bisa disesusaikan  dengan perkembangan 

zaman dan membetuhkan ijtihad-ijtihad baru yang sesusai dengan realitas sosial dan bisa merespon 

perubahan sosisal. Perlu diketahui disini bahwa yang dimaksud adaptabilitas bisa mengacu pada 

dua frame; kemungkinan perluasan hukum yang sudah ada dan keterbukaan hukum bagi 

perubahan. Teori adaptabilat merupakan teori yang kuat secara dalil, karena ruang dan waktu 

mempunyai andil besar dalam proses infensi hukum bagi para mujtahid. Yusuf al-Qardawi dalam 

kitabnya al-Fatawa al-Shazza mengetegorikan hukum yang yang tidak melihat aspek dan waktu, 

tempat serta kondisi sebagai hukum yang Shaz (lawan hukum yang kuat/Shahih). Dengan 

demikian tidak mengherankan apabila para mujtahid merubah hukum karena pertimbangan tempat 

 
47 Joko Setyono, “( Pendekatan Ushul Fikih : Teori Pertingkatan Norma )” 6 (n.d.): 25–40. 
48 Setyono, “( Pendekatan Ushul Fikih : Teori Pertingkatan Norma ).” 
49 Syukri Abubakar, “Paradigma Pengembangan Ilmu Pengetahuan Thomas S. Kuhn Dan Relevansinya 

Dengan Kajian Keislaman,” Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam 6, no. 1 (2020): 47–64. 



F i T U A 
Jurnal Studi Islam  

 

STIT Sunan Giri Bima 
                 Copyright A Tajus Subky, dkk                            https://ejournal.stitbima.ac.id/index.php/fitua 

108 

 

E-ISSN 2721-365X   P-ISSN 2721-186X   Vol. 5 No.2 Desember 2024 
 

dan waktu. Teori adaptabilitas ini didukung oleh sejumlah teori sesial. Seperti disebutkan Max 

Waber dan Emile Durkheim, bahwa hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam 

masyarakat. Senada dengan Max Weber dan Emile Durkheim adalah teori Amold M. Rose. 

Perubahan Hukum dipengaruhi  oleh tiga faktor utama: Pertama, adanya  komulasi progresif dan 

penemuan-penemuan bidang teknologi, kedua, adanya kontak atau konflik atau kehidupan 

masyarat dan ketiga, adanya gerakan sosial di msyarakat.  

Hukum Islam (islamic Law) dituntut untuk mampu merspon berbagai perubahan sosial dan 

tidak biasa mengabaikan fakta-fakta empiris-historis yang senantiasa berubah di dalam 

masyarakat. Sebaliknya hukum Islam sangat menyambung dengan fakta-fakta empiris yang ada 

dalam masyarakat. Oleh karena itu, Dikaitkan denga teori pertingka lta ln norma l ini, talmpa lk ba lhwa l 

hukum Isla lm tida lk ha lnyal sekeda lr kumpula ln pera lturaln hukum konkret deta lil sa ljal, teta lpi jugal 

meliputi a lsals-alsa ls umum, da ln nila li-nila li dalsa lr 50. Ba lhka ln pera ltura ln hukum konkret itu sendiri 

tidalk ha lnyal terbaltals pa lda l sisi ha llall da ln ha lralm, teta lpi meliputi juga l hubunga ln ka lusa ll (a ls-

sa lbalbiyya lh), hubunga ln kesya lra lta ln (alsy-sya lrtiyya lh) da ln kepengha lla lnga ln (a ll-ma lni’iyya lh). Ba lhwa l 

denga ln alda lnyal pertingkaltaln normal da llalm hukum Islalm ini menja lwa lb perma lsa lla lhaln-perma lsa llalha ln 

hukum Islalm yalng tidalk ha lnyal dalri sudut palndalng ketentua ln-ketentua ln hukum ta lklifi daln wa ld’i 

sa ljal yalng merupa lkaln peraltura ln hukum syalria lh ya lng deta lil da ln konkret, a lka ln teta lpa l juga l ha lrus 

dilihalt dalri sudut pa lndalng dalri a lsa ls-alsa ls umum hukum da ln prinsip-prinsip universa ll.51 

Talbel contoh penera lpa ln Hiera lrki Norma l    d dd 

 

Norma l Prinsip-prinsip Da lsalr 
Hukum Isla lm 

(a ll-malba ldi’ 
a llalsalsiyyalh/a ll-qiyalm 

a ll-alsalsiyya lh) 

A Lsa ls-a lsals 
umum/prinsip-
prinsip umum 
Hukum Isla lm 

(a ll-usul a ll-kulliya lh) 

Ketentua ln-ketentua ln hukum 
deta lil (konkrit) 

(a ll-furu/ all a lhka lm a ll-fa lr’iyya lh) 

1 Kema lsla lha lta ln Kesuka lra lra ln 
memberi kemuda lha ln 

 Da lla lm hukum iba lda lh, boleh 
berbuka l pua lsa l ba lgi musa lfir di 
bula ln ra lma ldhaln 

 -ba lgi ora lng ya lng sa lkit da lla lm 
mela lkuka ln iba lda lh sha lla lt boleh 
duduk, da ln tidur. 

 pada saat wabah Covid-19 
pada tahun 2019 yang 
melarang masyarakat untuk 
keluar rumah dan beribadah 
dimasjid dimudahkan dengan 
dapat beribah dirmah saja. 

 
50 Setyono, “( Pendekatan Ushul Fikih : Teori Pertingkatan Norma ).” 
51 Agung Wibowo and Arif Sugitanata, “Teori Pertingkatan Norma Dan Penemuan Hukum Islam 

(Pendalaman Dan Rekonstruksi Konsep),” JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan 
Perbandingan Mazhab 3, no. 1 (2023): 79–96. 
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 dimasa sekarang apabila ada 
bencana yang melanda sekolah 
seperti kebakaran, rubuhnya 
sekolah yang mengakibatkan 
bertentinya proses 
pembelajaran dapat 
mengunnakan pembalajaran 
dengan mengunakan aplikasi 
seperti zoom dan google meet 
sehingga proses pmbelajaran 
tetap berjakan. 

2 Kebebesaln Kebeba lsa ln membua lt 
kontralk 
 
 

Boleh membua lt a lkald ba lru a lpa l 
sa lja l, seperti sewa l beli, a lsura lnsi, 
sepa lnja lng tidalk mela lngga lr 
ketertiba ln umum syalr’i da ln 
a lkhla lk hukum Isla lm 

tida lk mema lksal Tida lk boleh mema lksa l seora lng 
non-muslim untuk mema ltuhi 
a lja lra ln isla lm da ln ma lsuk a lga lma l 
a lka ln teta lpi a lpa lbilal ma lsuk da lla lm 
hukum publik ma lkal ha lrus 
dipa lksa llaln oleh ulil almri 
(pemerinta lh). 

3 Kealdilaln Setia lp orang, lalki-
la lki malupun 
perempua ln, 
menda lpaltka ln ba lgialn 
wa lrisa ln da lri 
peninggallaln ora lng 
tua l a ltalu keralba ltnyal 

Ketentua ln-ketentua ln mengena li 
rincia ln ba lgia ln ma lsing-ma lsing a lhli 
wa lris ya lng tela lh di altur a ll-qura ln, 
a ls-sunnalh, unda lng-unda lng, dll 

4 Persa lma laln Setia lp oralng di 
a lngga lp salma l terka lit 
ha lk, persa lma la ln di 
ha lda lpa ln hukum ( 
equa llity before the 
la lw) 

 Sia lpun yalng mencuri a lka ln 
dihukum potong ta lngaln. 
Dalam masa sekarang 
siapapun yang mencuri akan 
dihukum sesuai undang-
undang. 

 da lla lm hall politik ha lk peja lba lt 
publik perempua ln boleh. 
menja lba lt menja ldi pemimpin. 

 

KESIMPULAN 

Da lri penjelalsa ln di altals ma lka l dalpa lt di ta lrik sua ltu kesimpula ln balhwa l palra l a lhli hukum Isla lm 

mengelompokkaln normal dengaln berbeda l-beda l sifaltnya l. A Lda l kelompok norma l ya lng bersifa lt detalil 

daln konkrit (jela ls), yalng disebut ka lsus ya lng bersifa lt deta lil disebut seba lga li a ll-a lhka lm a ll-falr-iyya lh 

altalu all-furu’. ALdalpun normal ya lng bersifa lt umum a lta lu a lbstra lk ya lng merupa lka ln prinsip-prinsip 

hukum Islalm ya lng palra l alhli hukum isla lm menyebutnya l a ll-qa lwa l’ide, a ll-usul, all-kuliyya lt. 

kealbsa lha ln normal hukum buka lnlalh kealbsa lhaln forma ll yalng dalpa lt di tentuka ln oleh sua ltu normal-
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normal lalin yalng lebih tinggi sepertiha llnya l da llalm teori kealbsa lha ln forma ll norma l hukum menurut 

Halns Kelsen. Dallalm hukum Islalm kealbsa lha ln normal bersifa lt kola lbora ltif daln di tentuka ln seca lra l 

benalr dalri sumber-sumbernya l. Ja ldi tidalk di tentuka ln oleh ca lra l norma l itu dibua lt, teta lpi oleh isi a ltalu 

ma lknal yalng terkalndung da lla lm normal tersebut, ya lkni sejaluhmalna l isinyal da lpa lt dibuktika ln seca lra l 

benalr daln konkrit yalng di turunka ln da lri sumber-sumbernya l. 

Pertingka ltaln norma l di da lla lm hukum Isla lm da lpa lt dirumuska ln berikut: Perta lma l, prinsip-

prinsip dalsa lr hukum Isla lm/Nila li-nilali dalsa lr hukum Isla lm (a ll-ma lbaldi a ll-a lsa lsiyya lh/a ll-qiya lm a ll-

a lsalsiyya lh), Kedua l, a lsa ls-a lsa ls umum/prinsip-prinsip umum hukum Isla lm (a ll-usul a ll-kulliyya lh), da ln 

Ketigal, ketentua ln-ketentua ln hukum deta lil/konkret (a ll-a lhka lm a ll-fa lra l’iyya lh). A Lda lnya l teori 

pertingkaltaln norma l da lla lm hukum Isla lm ini, diha lra lpka ln bisa l menja lwalb permalsa llalha ln-

perma lsa llalhaln hukum Islalm yalng tidalk halnya l da lri sudut palndalng ketentua ln-ketentua ln hukum 

talklifi daln wald’i saljal ya lng merupa lka ln pera ltura ln hukum syalria lh ya lng deta lil daln konkret, a lka ln 

tetalpa l jugal ha lrus diliha lt da lri sudut pa lndalng da lri a lsals-alsa ls umum hukum da ln prinsip-prinsip 

universall. 
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